LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.193, 2016 PENGESAHAN. Konvensi. 2006. Maritim.
Ketenagakerjaan. (Penjelasan dalam Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5931)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN MARITIME LABOUR CONVENTION, 2006
(KONVENSI KETENAGAKERJAAN MARITIM, 2006)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan
bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama
untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang
layak;

b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia memiliki komitmen
yang kuat untuk memberikan perlindungan kepada tenaga
kerja dan menjamin hak-hak dasar yang dimilikinya
dengan tetap memperhatikan perkembangan industri
pelayaran nasional dan internasional;

c. bahwa Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi
Ketenagakerjaan Maritim, 2006) yang telah diadopsi pada
Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ke-94 tanggal 23
Februari 2006 di Jenewa, Swiss, menitikberatkan pada
upaya Negara Anggota Organisasi Ketenagakerjaan
Internasional untuk memberikan perlindungan bagi awak

kapal serta industri pelayaran;
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d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
dan Pasal 8 Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi
Ketenagakerjaan Maritim, 2006), Konvensi tersebut perlu
disahkan dengan Undang-Undang;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a sampai dengan huruf d perlu membentuk
Undang-Undang tentang Pengesahan Maritime Labour
Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim,

2006);

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian

Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4012);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN MARITIME
LABOUR CONVENTION, 2006 (KONVENSI

KETENAGAKERJAAN MARITIM, 2006).

Pasal 1
Mengesahkan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi
Ketenagakerjaan Maritim, 2006) yang salinan naskah aslinya
dalam bahasa Inggris dan bahasa Perancis serta
terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana
terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Undang-Undang ini.

www.peraturan.go.id



2016, No.193

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 6 Oktober 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY
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